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TENTANG

SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :oa

bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang
dibangun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah
hukum yang berlaku dalam masyarakat;

bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, penegakan
hukum harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan
perlindungan hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan
masyarakat dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum;
bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan
biaya ringan, serta bebas, jujur,dan tidak memihak;

bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu
fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan
upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi
kontrol di antara penegak hukum, sehingga hak-hak tersangka aftau
terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi;

bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami kendala




Mengingat

—_—

yvang diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda antar aparat
penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan sehingga
mengakibatkan tidak sinkronnya ketatalaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan
Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem
Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang
Berkeadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
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